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         BAB I  

     PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

 Kemendikbudristek bertekad menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam 

program pendidikan. Dengan mempertimbangkan integritas Kemendikbudristek tersebut, 

pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbudristek ditetapkan. 

Sebagai bagian dari Kemendikbudristek, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 

selayaknya pula memiliki komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja 

yang bebas dari korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata 

dalam layanan birokrasi dilingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggar Barat. Reformasi 

Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga intansi pemerintah 

dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur 

tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 

tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya 

pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah perlu 

secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya 

pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di internal lembaga menunjukkan 

adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang baik (Good Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil utama reformasi 

birokrasi. 

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari 

Badan Pembinaan dan Penembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi Zona 

Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019.  

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan Pemantauan dan evaluasi terhadap Kantor 

Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

 



B. Dasar Hukum 

 

Dasar hukum disusunnya laporan ini dapat dilihat pada pemaparan berikut. 

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

lingkungan Instansi Pemerintah. 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

4. SK Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 

0515/I5.I8/KP.04.00/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang pembentukan Tim 

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi.  

C. Tujuan Kegiatan 

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-

WBK) dan untuk memastikan tim manajemen perubahan sudah melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian target periodik 

pembangunan ZI-WBK dapat terukur dengan baik. 

 

D. Hasil Kegiatan 

 

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan Kantor 

Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari 

Korupsi (ZI-WBK).  



BAB II 

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI 

(WBK) DI KANTOR BAHASA PROVINSI NTB 

 

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) di Kantor Bahasa Provinsi NTB : 

1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas  

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu : 

Telah terbentuk Tim Kerja Zona Integritas dengan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi 

NTB Nomor 0515/I5.18/KP.04.00 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim 

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Bahasa 

Provinsi NTB. 

2. Rencana Pembangunan Zona Integritas  

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu : Telah di susun Dokumen Rencana Kerja dan target-

target proritas yang relevan dengan pembangunan ZI, serta Mekanisme atau Media untuk 

mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

di Kantor Bahasa Provinsi NTB. 

3. Pemantauran dan Evaluasi Pembangunan:  

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu: Rapat Pemantauan dan Evaluasi  Pembangunan ZI WBK 

sudah dilaksanakan. 

Tindak lanjut: laporan dan tindak lanjut hasil Pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI WBK 

sudah dilaksanakan. 

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja  

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :  

a. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas. Menyampaikan hal – hal 

yang berkaitan dengan Zona Integritas menuju WBK disiplin kerja, peningkatan mutu 

pelayanan disampaikan pada kegiatan apel pagi dan rapat staf.  

b. Penetapan Agen Perubahan. Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa 

Provinsi NTB Nomor 0520/I5.I8/KP.04.00/2022 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan 

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  

c. Aparatur di Kantor Bahasa Provinsi NTB telah terlibat dalam proses pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK.  

d. Budaya Kerja dan Pola Pikir Telah mengacu kepada Peraturan Presiden Repulik Indonesia 

nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 



 

Tabel Hasil Pemantauan dan Evaluasi  
 

NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu 

Pelaksanaan 

Bukti Fisik Bukti Fisik 

Tersedia 

Keterangan 

    I Manajemen Perubahan    Ya Tidak  

 

 

 

 

 

 

 
 

       

1. Penyusunan Tim 

kerja  

 Membentuk tim kerja 

dan anggota  

 

 

 

 

 

 
Februari 

2022 

SK Tim, undangan, 

daftar hadir, notulen, 

laporan pembentukan 

tim 

ya   

  

 Membuat 

mekanisme 

penentuan anggota 

tim 

Februari 2022 
Mekanisme tim kerja 

ya   



  

2. Rencana 

Pembangunan 

Zona Integritas  

Dokumen rencana 

kerja  

Maret 2022 
 Dokumen Rencana 

Kerja pembangungan, 

undangan, daftar hadir, 

notulen, foto kegiatan 

ya   

   Target 

prioritas  

Maret 2022 Dokumen Rencana 

kerja dan rencan aksi 

tiap pengungkit yang 

terdapat target 

prioritas 

 

Ya    

   Mekanisme 

atau media 

sosialisasi 

Februari 

2022 

Tangkap layar : banner, 

spanduk, WEB 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pemantauan dan 

evaluasi  

Seluruh kegiatan 

dilaksanan 

sesuai rencana 

Februari 2022 Laporan perkembangan 

per triwulan, undangan, 

daftar hadir, notulen                             

 

Ya   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Monitoring dan 

evaluasi 

April 2022 
laporan hasil 

monitoring dan 

evaluasi secara 

triwulan, daftar 

Hadir, 

Notula,Dokumentasi 

Ya   

 

 

 

 
 

 Tindak lanjut hasil 

monev 

April 2022 Dokumen laporan hasil 

monev dan tindak lanjut 

(proses) 

 Ya  

4. Perubahan pola 

pikir dan 

budaya kerja 

pimpinan sebagai 
role model Februari 

2022 

SK Role model, daftar 

hadir pimpinan per 

bulan, LKHPN, Pakta 

Integritas 

Ya  

  

 Penetapan agen 
perubahan 

Maret 2022 1. SK Agen perubahan 

sudah ada. 

2. undangan rapat; 

3. dokumen laporan 

pelaksanaan penetapan 

agen  

perubahan; dan 

4. publikasi agen 

perubahan di 

lingkungan Satuan 

Kerja  

Ya   



dan sekitarnya.  

  

Budaya kerja dan 

pola pikir 

April 2022 Program kerja agen 

perubahan, undangan, 

daftar hadir, notulen 

Dokumentasi apel pagi 

Daftar hadir apel 

ya   

  P 

 

 Keterlibatan 

anggota organisasi 

Februari 

2022 

SK Kelompok Kerja, 

undangan, daftar hadir, 

notulen,  

Ya   

   

 
     

 
 

 



 

 



BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
 

A. KESIMPULAN 

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya melaksanakan pembangunan 

ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan rencana kerja 

pembangunan ZI-WBK yang telah disusun sebagaimana tergambarkan dalam hasil 

Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut bulan April tahun 2022. Hasil Pemantauan dan 

evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah terlaksana sesuai 

dengan rencana. 

B. REKOMENDASI 

Tindak lanjut berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zi 

menuju WBK bulan April tahun 2022 adalah sebagai berikut. 

1. Penjadwalan dapat dievaluasi kembali apabila dipandang perlu untuk 

memaksimalkan proses dan hasil. 

2. Bukti kegiatan didokumentasikan dengan baik. 

  
 


